
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 213 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
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GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 a'yat i2j
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, gubernur membentuk
Tim Penyusun Rancalgan Peraturan Daerah Provinsi yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkal pertimbangal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Ta;:rbahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
68s6);

3.Undang-Undang ...12
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentatg Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Baltuan Keuangan Kepada Partai Politik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inedonesia Nomor
6t771;

7. Peraturar Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri .../3
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungiawaban Pengguanaan Bantual Keungan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
63O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O lentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O18
Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keungan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
t777);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahr:n 2O22
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022
Nomor 21);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dal Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Tim Penlrrsun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan susunan
keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusal ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan kebijakan penyusunEln Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Ta-hun Anggaran 2025.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

NG, SH., M.H.
U 2002121002

Salinal Keputusan ini disampaikal kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di

Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan..
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Pengarah

Penanggungiawab

Ketua

Sekretaris
Anggota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/213 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PET{YUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubemur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Papua Tengah
Kepala Biro Hukum Setda
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi,

Keualgan dan Pembangunan
3. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Perekonomian dan

Pembangunan
5. Inspektur Provinsi Papua Tengah
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tengah
7. Kepala Badan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Tengah

8. Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan dan Riset Daerah
Provinsi Papua Tengah

9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Papua Tengah

1O. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

11. Kepala Bagian Perundang-
undangan Provinsi pada Biro
Hukum Setda

12. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Proviasi
Papua Tengah

13. Kepala Sub Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah
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14. Irban I Inspektorat Provinsi Papua
Tengah

15. Kepala Sub Bagian Teknis KPU
Provinsi Papua Tengah

16. Kepala Subbidang Pottik Da.lam
Negeri pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

17. Kepala Subbagian Program,
Anggaran dan Keuangan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

18. Ihsubbag Penyusunan Produk
Hukum Pengaturan Perdasi dan
Perdasus pada Biro Hukum Setda

19. Kasubbag Penyusunan Produk
Hukum Penetapan pada Biro
Hukum Setda

2O. Kasubbag Dokumentasi Produk
Hukum dan Naslcah Hukum
lainnya

2L. Dr.Ir. Agus lrianto Sumule
22. Alfrida Somba, S.T.
23. Didimus Pigome, S. AB.
24. Hendrikus Okmonggop, S.lP.
25. Zulfahmi Tajuddin, S.T.
26. Efraim Ram Diamanis, S.Kom.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAPITTD

MEKI NAWIPA

q

dengan aslinya
IRO HUKUM,

RUNG, S.H., M.H.
82002t21oo2


